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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa yang sudah dijelaskan dalam BAB V, penulis memberikan 

kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Cidadap terhadap 

PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dalam kepemilikan dan pembuatan akta kelahiran masih rendah. 

Berikut merupakan aspek yang menyebabkan tingkat kepatuhan tersebut rendah: 

Insentif dan sanksi 

 Sanksi dalam pembuatan akta kelahiran di Peraturan Daerah Kota Bandung No. 

8 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan sudah dihapuskan. Namun 

hal tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada kepatuhan masyarakat di 

Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. 

 Sanksi lain yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki akta 

kelahiran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial yang dialami oleh masyarakat yang 

tidak memiliki akta kelahiran di kecamatan Cidadap, Kota Bandung antara lain 

masyarakat kesulitan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (Dana 

BOS), kesulitan membuat BPJS untuk fasilitas kesehatan yang diberikan oleh 

pemerintah.  
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Masalah informasi 

 Rendahnya informasi mengenai pentingnya membuat akta kelahiran yang 

diterima oleh masyarakat Kecamatan Cidadap menyebabkan tingkat kepatuhan 

masyarakat kecamatan Cidadap rendah terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya 

Akta Kelahiran. Hampir tidak ada sosialisasi kepada masyarakat secara 

langsung yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disdukcapil Kota 

Bandung mengenai mengapa masyarakat harus membuat akta kelahiran 

sesegera mungkin setelah anaknya lahir, dan apa keuntungan dan kerugian yang 

akan dialami jika masyarakat tidak membuat akta kelahiran di luar jangka 

waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut.  

 Informasi mengenai prosedur atau tata cara mengajukan akta kelahiran kepada 

masyarakat pun belum merata. Banyak masyarakat belum mengetahui tahapan 

atau tata cara membuat akta kelahiran. Termasuk dokumen-dokumen apa saja 

yang diperlukan untuk mengajukan akta kelahiran. 

Sumberdaya 

 Beberapa masyarakat ada yang tidak mampu untuk melakukan persalinan di 

bidan ataupun rumah sakit. Sehingga mereka melakukan proses persalinan 

dengan cara tradisional (dukun beranak), hal ini menyebabkan tidak ada pihak 

yang membantu mengingatkan untuk membuat akta kelahiran sesegera 

mungkin setelah proses persalinan terjadi. 
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 Masyarakat tidak memiliki sumber daya materi/uang yang cukup untuk 

membuat akta kelahiran. Memang benar, dalam PERDA Kota Bandung No. 8 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perihal akta 

kelahiran masyarakat yang mengajukan akta kelahiran tidak akan dikenai biaya 

apapun, namun kenyataannya masih saja pungutan-pungutan liar yang 

dikenakan kepada masyarakat pengaju akta kelahiran di kantor Disdukcapil. 

 Masyarakat kesulitan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan untuk membuat akta kelahiran. Hal ini dikarenakan, karena ada 

beberapa kasus kelahiran yang orang tuanya tidak memiliki akta atau surat 

nikah, ini merupakan salah satu hambatan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat Kecamatan Cidadap. 

 Inovasi yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kota Bandung seperti Mobil 

Layanan Keliling dan Pendaftaran via SMS kurang efektif dan efisien untuk 

menjangkau masyarakat di Kecamatan Cidadap. Informasi mengenai jadwal 

keberadaan mobil layanan keliling dari DISDUKCAPIL Kota Bandung yang 

tidak pasti serta informasi mengenai pendaftaran melalui sms yang tidak merata 

hingga masyarakat akar rumput menjadi masalah sumber daya yang seharusnya 

dapat memudahkan  masyarakat dan DISDUKCAPIL dalam pembuatan akta 

kelahiran.  

Pengawasan 

 Pengawasan yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan target. Pengawasan 

yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung sangat rendah. Di kecamatan 
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Cidadap, hampir tidak pernah ada petugas yang melakukan survey maupun 

kunjungan kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi atau pendataan 

kepada masyarakat yang belum atau tidak memiliki akta kelahiran. 

 Pengawasan dari tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat pun 

masih sangat rendah. Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan 

sebagai salah satu perwakilan pemerintah yang sangat dekat dengan masyarakat 

masih sangat kurang. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas kecamatan 

sangat jarang dilakukan kepada masyarakat atau warga Kecamatan Cidadap. 

Tidak adanya proses survey atau pendataan secara berkala yang dilakukan oleh 

petugas kecamatan untuk proses kelahiran di wilayah ini mengakibatkan masih 

banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran.  

 Pengawasan oleh DISDUKCAPIL Kota Bandung sebagai instansi pelaksana 

yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan 

khususnya akta kelahiran masih kurang optimal. DISDUKCAPIL Kota 

Bandung lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memberikan 

pelayanan secara adil terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali. 

Pengawasan juga lemah pada pemerintah level rendah seperti RT/RW, 

Kelurahan, dan Kecamatan, yang seharusnya dapat memberikan informasi 

secara lebih sering dalam intensitasnya bertemu dengan masyarakat mengenai 

pentingnya memiliki akta kelahiran dan membantu proses pembuatan akta 

kelahiran bagi masyarakat di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. 
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Otonomi 

 Masyarakat sebenarnya memiliki otonomi yang tinggi dalam memutuskan 

untuk membuat akta kelahiran. Namun hal ini menjadi salah satu dilema 

yang dihadapi oleh masyarakat untuk memutuskan untuk membuat akta 

kelahiran atau tidak. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki 

informasi yang jelas mengenai prosedur dan syarat apa saja yang harus 

dipenuhi ketika akan membuat akta kelahiran.  

Perilaku dan Nilai. 

 Perilaku masyarakat yang masih acuh dalam hal membuat akta kelahiran 

menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 

Tahun 2012 masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan karena masyarakat 

belum sadar mengenai pentingnya membuat akta kelahiran bagi proses 

kelahiran yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.  

 Masyarakat memiliki keyakinan bahwa mereka akan tetap baik-baik saja 

ketika mereka tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini tentunya menjadi 

faktor penghambat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012.  

 Sikap pegawai DISDUKCAPIL yang masih memiliki stigma kepada 

kalangan masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan umum dalam 

membuat akta kelahiran membuat masyarakat merasa enggan  dan tidak 
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nyaman untuk mengurus akta kelahiran, khususnya kepada anak yang tidak 

diketahui asal-usulnya.  

Dari hasil kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa kepatuhan masyarakat 

kecamatan Cidadap terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Pendudukan mengenai Akta Kelahiran masih rendah. 

Hal ini dikarenakan karena informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai 

pentingnya akta kelahiran serta prosedur pembuatan akta kelahiran belum optimal. 

Penerapan sanksi yang dikenakan oleh Disdukcapil pun kurang tegas, selain itu 

sulitnya masyarakat untuk memiliki sumberdaya mereka seperti materi, dan 

persyaratan pembuatan akta kelahiran pun mempengaruhi kepatuhan masyarakat 

terhadap peraturan tersebut. Selain itu tingginya otonomi yang dimiliki masyarakat 

akan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk 

segera membuat akta kelahiran, namun hal ini pun harus disokong dengan harus 

dirubahnya pola pikir dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pentingnya 

akta kelahiran tersebut. Selain itu, adanya stigma mengenai perilaku pemerintah yang 

sering meminta pungutan liar dalam proses pembuatan akta kelahiran menjadi salah 

satu bagian yang menyebabkan kepatuhan terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta 

Kelahiran menjadi rendah. 
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6.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya keterlibatan berbagai pihak seperti Sekolah, serta pemerintah 

level terendah seperti RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi 

masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Cidadap. 

2. Perlunya menghilangkan stigma “anak haram” di lingkungan 

DISDUKCAPIL Kota Bandung kepada masyarakat pembuat akta kelahiran 

yang tidak dapat memenuhi persyaratan akan surat nikah, atau keberadaan 

ayah dari anak tersebut.  

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sebagai penyedia 

layanan seharusnya konsisten dalam menerapkan prosedur dan sanksi 

dalam proses pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat yang akan 

membuat akta kelahiran. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap PERDA Kota Bandung No. 

8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

khususnya Akta Kelahiran. 

4. Proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini 

Disdukcapil dan pegawai Kecamatan Cidadap serta lapisan masyarakat 

lainnya harus lebih ditingkatkan. Pengawasan yang dilakukan haruslah 

dilakukan secara intensif, seperti proses survey dan pendataan langsung 
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kepada masyarakat yang belum atau tidak memiliki akta kelahiran di 

kecamatan Cidadap harus dilakukan secara berkala. Hal ini dapat mengatasi 

dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PERDA Kota 

Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan khususnya mengenai Akta Kelahiran. 

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan Kecamatan 

Cidadap harus memberikan informasi secara intensif kepada masyarakat di 

kecamatan Cidadap mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran, 

prosedur serta syarat yang harus dimiliki oleh masyarakat ketika akan 

membuat akta kelahiran. Penyebaran informasi dilakukan harus atraktif dan 

tepat sasaran, sehingga diharapkan jika Disdukcapil dan Kecamatan 

Cidadap melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut dengan tepat dapat 

meningkatkan kepatuhan masyarakat Cidadap PERDA Kota Bandung No. 

8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukankhususnya akta kelahiran. 

Demikian penjelasan terkait dengan kesimpulan dan saran dalam BAB IV. Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Bandung, khususnya 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kecamatan Cidadap, dan masyarakat 

Kecamatan Cidadap yang menjadi kelompok sasaran terkait dengan kepatuhan 

Masyarakat Cidadap dalam proses implementasi PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta 

Kelahiran.  
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